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Kartu Pekerja Jakarta Perlu Digilir

JAKARTA - Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) perlu dibagikan
secara bergilir imbas biaya hidup naik di Jakarta. Gagasan
ini muncul dari anggota Komisi EDPRD DKI, Basri Baco.

“Supaya adil dibikin bergilir. Kalau memang kita tidak
cukup, jangan sampai satu-dua bulan ini, yang menerima
hanya itu-itu saja,” kata Baco di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun
2022, Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota
dengan biaya hidup paling tinggi di Indonesia, yakni men-
capai 14,8 juta per bulan.

Biaya hidup 2022 DKI Jakarta tersebut tercatat mening-
kat dari 2018 yang sebesar 13,45 juta. Baco menilai terdapat
hambatan pendistribusian KPJ ke sejumlah wilayah di DKI
Jakarta bisa disebabkan banyak hal, mulai dari dugaan ke-
curangan orang dalam atau kuota vang terbatas.

Maka dari itu, dia meminta pendistribusian KPJ sebaik-
nya dilakukan secara bergilir dengan membagikan ke lo-
kasi berbeda dalam kurun waktu tertentu. “Mungkin cepat-
cepatan supaya adil kalau itu-itu saja yang dapat, kecuali
kalau kuotanya berlimpah,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan
(Asperkeu) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati te-
ngah mengupayakan agar masyarakat memiliki kartu pe-
kerja dan tidak ada perubahan kebijakan. "Pekerja yang
gajinya di bawah upah minimum provinsi kita fasilitasi de-
ngan KPJ," ujar Sri.

Sri mengatakan masyarakat yang membutuhkan bisa
mengajukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertransgi) DKI. Kemudian mereka yang mendapat
rekomendasi perusahaan bisa mengambil kartu pekerja di
kantor layanan Bank DKIL.

“Memiliki Kartu Pekerja ini beragam manfaatnya yakni
naik Translakarta gratis hingga subsidi pangan,’ jelasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan
mengubah besaran Upah Minimum Provinsi DKI 2024 yang
telah ditetapkan sebesar 5,067 juta, meski ada penolakan
dari buruh, ® Ant/G-1



